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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN

REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan

bersyarat bagi narapidana dan anak sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

hukum dan kebutuhan bagi narapidana dan anak,

sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
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Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

dan Cuti Bersyarat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3845);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
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7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 832);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI,

ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI

BERSYARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 832), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

3. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana

yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang

memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan

Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan

Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

5. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program

pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada

Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan

keluarga dan masyarakat.

6. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk

mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam

kehidupan masyarakat setelah memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.

7. Keluarga adalah suami atau istri, Anak kandung,

Anak angkat, atau Anak tiri, orangtua kandung atau

angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau

angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat

lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal

maupun vertikal.

8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya

disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak

menjalani masa pidananya.
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9. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang

selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat

sementara bagi Anak selama proses peradilan

berlangsung.

10. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Lapas adalah tempat untuk melaksAnakan

pembinaan Narapidana.

11. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan

yang melaksAnakan tugas dan fungsi penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan.

12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat

fungsional penegak hukum yang melaksAnakan

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,

pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di

dalam dan di luar proses peradilan pidana.

13. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Klien adalah seseorang yang berada dalam

bimbingan Bapas.

14. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam

pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

15. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang

berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

16. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk

meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien dan

Klien Anak.

17. Berkelakuan Baik adalah tidak sedang menjalani

hukuman disiplin yang tercatat dalam buku register

F dan telah mengikuti program pembinaan yang

diselenggarakan oleh Lapas atau LPKA dengan

predikat baik.
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